
SALINAI{

BUPATI BULUNGAN

PROVINSI KALIMANTA UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 32 TAHUN 2A22

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 20.22-2026 DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat {3} Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan

indikator kinerja utama untuk pemerintah daerah dan

satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja

mandiri di bawahnya;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018

tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah

tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat

ini sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a. dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator

Kinerja Utama Tahun 2A22-2026 di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

b.

c.



Mengingat : 1.

2.
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Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

Undang (tembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tarnbahan I-embaran Negara Republik

Indonesia Nomor l82O) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah ?ingkat II Tapin, dan Daerah

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembeatukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan {L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun i965 Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 27561;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5 /2AAT tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Femerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa_ratur Negara

Nomor PERI2O IM.PAN/ ll /2008 tenrang pedoman

Pen3rusunarr Indikator Kinerja Utaririra;

Peraturan Menteri Pendayaguna.an Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2Ol4

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2A14 Nomor 18421;

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3
Tahun 2A2t tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2A2I-
2026 {l.embaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun

3.

4.

5.

6.
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2O2I Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bulungan Nomor 44);

MEMUTUSXAN:

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA

UTAMA ?AHUN 2A22-2026 DI UNGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan,

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pel,aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.

Bupati adalah Bupati Bulungan.

Tujuan adalah s€suatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 {satu) sampai

dengan 5 (lima) tahunan.

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai

secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari Tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk

mencapai sasaran dan Tujuan serta memperoleh

alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari

anggaran pendapatan dan belanja negara dan,/ atau

anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Kegiatan adalah bagran dari Program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan keda

sebagai bagran dari pencapaiam sasaran terukur pada

3.

5.

6.

7.
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suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya berupa personil {sumber

daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumber daya tersebut.

8. Indikator Kinerja Utama (Keg Perfomance Indicatofl

yang selanjutn3ra disingkat IKU adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tduan dan sasaran strategis

organisasi.

Pasal 2

Penetapan IKU tahun 2A22-2026 di lingkungan Pemerintah

Daerah bertujuan untuk:

a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen

kinerja secara baik; dan

b. memtrrroleh ukuran keberhasilan dari pencapaian

suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi yang

digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas

kinerja.

BAB II

PENGGUNAAN IKU

Pasal 3

IKU untuk:

a. penyusunan perencanaan jangka menengah;

b- penyusunan pererlcarraan tahunan dan anggaran;

c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;

d. pengukuran kinerja;

e. penyusunan laporan kine{a instensi pemerintah;

f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

g. pemantauan dan pengendalian kinerja

pelaksanaan Program dan Kegiatan.

IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam La,mpiran yarnLg merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

l2l
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturart

Bupati Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Indikator Kinet'a

Utama Tahun 2Ola-2O21 di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan

Tahun 2018 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta-hkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 7 Aprn2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor

padatangeal 7 Apnl 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 32

a*
11302002r21004
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026 DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022.2026 DI LINGKUNGAN PEMDRINTAH DAERAH

PENANGOUNG JAWABPENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

Misi 1 : Mewujudkan Kedaulatan Pangan yang Berbasis Kearifan lokal
Dinas PertanianProduktifitas tahun n

Produktifitas tahun n-1 x

kldah! tlsrga Ymq tfftcrFne Ff,ttrll

lndeh8 hsrgr yrng dibaYu Petrni

tlilri Tr*ar Fctmi

Peningkatan
Produktifitas
Pertanian

Mewujudkan
Peningkatan
Produktifitas
Pertanian

Dinas PertanianNilai Tukar PetaniMeningkatnya
kesejahteraan petani

Dinas Ketahanan
Pangan

ffi(FFF) yang <llkenal derrgan
kualltai konsurnsl pangan adalah Jurnlah darl skor 9 kelornpok
pangan. yaltu Jllrfllah darl kelornpok pa<Jl-pa<Jlan sarnpal
d€ngan skor kelornpok latn-laan. Angka ini dlsebrrt tkor PPH
kon3urntl partgan, yang fflenunjukkan tlnEkat kcragaft,tan
konsurnsl pangan.

Skor Pola Pangan
Harapan

Meningkatnya
ketersediaan dan
keanekaragAman
pangan

Skor PPH : 5k<tr PPH kctornpok P.dl-padl'n
+ rrrnbl- utrrlrl.n {- ""'+ *kor PPH
k-lorrr Pol( lal n-lal rr -

rvrP = f r 10090
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Stok Cadangan
Panean

80 "/o x jml cppd provinsi x jml penduduk kab/jml
penduduk provinsi

Dinas Ketahanan
Pansan

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing

4. Meningkatnya
,dksesibilitas Dan
Kualitas Pendidikan

Indeks Pengetahuan Dinas Pendidikan

5. Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat

Indeks Kesehatan

l(eterangart

lro.'"t.,'.,,,

AHtt

Dinas Kesehatan

6. Meningkatnya
Partisipasi Pemuda
Dalam Pembanqunan

Jumlah Pemuda Yang
Berprestasi

Jumlah Pemuda yang memiliki prestasi di bidang
Kebudayaan, pariwisata dan olah raga, dan kepernudaan

Dinas Pemuda,
Olahraga, dna
Pariwisata

7. Meningkatnya
Kesetaraan Gender

Indeks Pembangunan
Gender

t
I PM prcrcrrr4',,o'r.IPG :
I PM ao,y;-taki

DPPPAKB

Tlntkat Penjctahurn:
:
I

I t u"" '""""""'
KGt€ran8,an:

I pcn11. r,,,t,,,r,. Indokl ltenAFt;th{'ar
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8. Meningkatnya Daya
Saing Daerah

Indeks Daya Saing
Daerah

Dinana:
I = Nilai lndikator
ui = Nilai ke I
[ = nilai rata-rata
SD = Standar Deviasi

sp = y'I(g_ -_s)2(n-1)

Klasifikasi Intensitas lndikator Nilai
Posidf Negatif

Iinggi >ri+SD >u-SD 3

Sedang ig I < [+SD i-SDsl<[ 2

Rendah ff-SDs l<fr i<13-sD 1

Sangat Rendah <o-sD <o-sD o

Bappeda & Litbang

Indeks lnovasi Daerah Nilai indeks yang dikeluarkan Kemendagri setiap
tahunnya

Bappeda & Litbang

Misi 3 : Memantapkan Infrastrulitur Sebagai Pendukung Utama Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Pelayanan Dasal Masyarakat

9. Terwujudnya
peningkatan kualitas
prasarana dan sarana
wilayah yang
terintegrasi

Persentase cakupan
infrastrulrtur
pelayanan
dasar dan pendukung
pengembangan
ekonomi

Nilai rata-rata dari cakupan infrastruktur pelayanan dasar
dan pendukung pengembangan ekonomi

Dinas PU & PR

10. Meningkatnya
pengelolaan kawasan
perrnukiman lavak

Persentase kawasan
permukiman yang
lavak

Jumlah Pemukiman yang layak Jumlah Pemukirnan x
100

DPRKP

11. Terciptanya
pemanfaatan ruang
yang berkelaniutan

Persentase realisasi
rencana struktur
ruang

Rencana Pemanfaatan Struktur Ruane RTRW x 100
Rencana Peruntukan Struktur Ruang RTRW

Bappeda & Litbang

Persentase realisasi
rencana pola ruang

Rengana Pemanlaatan Pola Ruane RTRW x 100
Rencana Peruntukan Pola Ruang RTRW

Bappeda & Litbang
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t2. Meningkatnya peluang
keq'a dan lapangan
keria

Tingkat Pengangguran
Terbuka

fumlah Pengangguran
TPT x lo0o/o

fumlah Angkatan Kerja

Dinas Ttansmigrasi
dan Tenaga Kerja

LJ. Meningkatnya
pendapatan daerah

Persentase
Peningkatan
PAD

Realisasi PAD (t) - Realisasi PAD[t-1] / Realisasi {t-1) x 100 BP2RD
Keterangan :

PAD tt) = PeD t"hrtt b"n".t
PAD {t-11 = PAD taLun cebelunonya

14. Meningkatnya nilai
investasi PMA dan
PMDN

Realisasi investasi di
daerah

PV=Cl /(1+r)
Cl = uans vans akan diterima di tahun ke-l
r = Doscount rate / opportunitv cost of caoital
Tinekat oenqembalian / haeil investasi lg dall urvesl€si

DPMPISP

vang sebandins
NPV=Co+ {Cl / {l+r)}
Co = Jumlah uans vans diinvestasikan (karena ini adalah
pengeliaran. maka menegunakan bilanqan negatifl

15. Meningkatnya
pariwisata yang
berbasis budava lokal

Jumlah kunjungan
wlsatawal

Jumlah wisatawan vanq berkunluqe- ke Kabupaten Dinas Kepemudaan,
Bulunmn Olahraga dan

Pariwisata
Persentase objek
pe majuan kebudayaan
Kabupaten Bulungan
yang d ilestarikan

Jumlah obiek pemaiuan kebudavaan vane dilestarikan/ Dinas Pendidikan dan
Jumlah obiek pemaiuan kebudayaan x 100 Kebudayaan

Misi 4 : Memajukan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang Ramah Lingkungan

lo. Meningkatnya
ketentraman dan
ketertiban di kalangan
masvarakat

Angka Kriminalitas Jumlah angka kriminalitas Satpol PP & Damkar

t7. Terwujudnya
lingkungan hidup
yang berkualitas

Indeks Kuditas Lahan
(rKL)

Luas Lahan Primer (LLP) + Luas l.ahan Sekunder (LLS)
Luas Kawasan la.han

Dinas Lingftungan
Hidup
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Indeks Kualitas Air
(rKA)

Dinas Lingkungan
Hidup

Indeks Kualitas Udara
(rKU)

Xe-Ib
t-_(t(:B_l0') +Ib

Xe-&
I = ISPU terhitung Xb = Ambien batas bawah
Ia = ISPU batas atas Xa = Ambien batas atas
Ib * ISPU batas bawah
Xx = Kadar Ambieq_byatq hasil pengukuran

Dinas Lingkungan
Hidup

18. Menurunnya
kemiskinan

Persentase penduduk
miskin

Z: Garis kemiskinan
yi - rata-rata pengeluaran per kap sebulan yg berada

dibawah garis kemiskinan
g : jumlah pendtrduk hidup di bawah garis kemiskinan
n - jurnlah penduduk

DPMD, DINSOS,
DISTRANSNAKER,
KECAMATAN, DPRKP,
DKP, Dinas Pertanian,
Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
Perikanan

19. Meningkatnya
kemandirian desa

Status Desa IDM=1/3{lSxIExlL)
Keterangan: IDM; Indeks Desa Membangun
IS: Indeks Sosial

IE: Indeks Ekonomi
IL: lndeks Lingkungan

DPMD
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Misi 5 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keuangan Daerah yar€ Sehat, dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan Untuk
Mendorong P€mbangunan Kabupaten Bulungan

20, Meningkatnya tata
kelola pemerintahan
yang bersih dan
efieien

Indeks Refirrmasi
Birokrasi

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB dari Kemenpan &
RB

Bagian Organisasi &
Bappeda & Po$a

Nilai/ Predikat SAKIP Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi

Sekretariat Daerah
(lnspektorat,
BAPPEDA, &
Organisasi dan
seluruh PD|

Opini BPK Nilai Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah BPKAD & $eluruh PD

Nilai LPPD Penilaian Dari Kemendagri $ekretariat Daerah
(Bagian Pemerintahan)

Indeks Manqjemen
Resiko

Penilaian dari BPKP lnspektorat

lxvel Maturitas SPIP Penilaian dari BPKP Lnspektorat.

Indeks Efektifitas
Pencegahan Korupsi

Penilaian dari KPK lnspektorat

Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran +
Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD +

Transparansi pengelolaan keuangan + Penyerapan
anssaran + Kondisi keuangan Daerah + Opini BPK

BKAD
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21. Meningkatnya kualitas

pelayanan publik
kepada masyarakat

Indeks Kepuasan
Masyarakat l|( wl =

Tolo I nilol pGrrertr3i pcr un+rr x Niloi Penimbong

Sekretariat Daerah.
DPMPTSP,
Disdukcapil, RSD

BUPATI BULUNCAN,

ttd

SYARWANI

3DF
1970 1 1302002r21004

I


